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DPRD SUMBAR MENTA PEE\EYE

Kasus Rp62

ENYIDIKAN
diminta tak hanya
menyentuh
pihak-pihakyang
5 hanya menjadi
: eksel\utor dalam menilep
uang rakyat tersebut; tapi
juga dlharapl\an menyeret
orang-orang yangdiduga-
terlibat dalam skenario
ega korupsiini.

LN

PADANG,HALUAN — Dukungan

- kepada Bareskrim Polri untuk menun-

taskan penyidikan perkara dugaan
korupsi Surat Pertanggungjawaban
(SPj) fiktif senilai Rp62,5 miliar di
lingkurigan Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) ‘Sumbar tak hanya datang dari-
kalangan aktivis. DPRD Sumbar seba-~
gai penyamBuno lidah masyarakat juga

meminta agar kasus ini an,

KAN MAKSEMAL

ar Harus

korupsi ini. “Kaléngan DPRD ikut
mendukung Bareskrim Polri untuk

menyelesaikan kasus SPj fiktif jilid II:’

Masyarakat Sumbar. menunggu kinerja
Bareskrim dan berharap kepastian agar
para pelakunya dihukum setimpal
dengan perbuatannya,” terang anggota
Badan Anggaran DPRD Sumbar HNI
Numas Kamis (27/9) s1an .

Peryidikan diminta tak hanya

menyentuh pihak-pihak yang hanya
meu]adl eksekutor dalam menilep

llll ,

ragu~ragu ‘untuk melanjutkan penyi- ©

_dikannya. DPRD Sumbar mendukung

penuh segala langkah penyxdxk Saya
dan kawan-kawan di DPRD memiliki
kesamaan visi agar Sumbar benar-} ’benar

> KASUS
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Kasus...;ooociceniiviinisisnnnne..... Dari. Halaman. - 1

- bersih dari -kotupsi, dan
anggaran: yang
digelontorkan benar-benar untuk
kepentingan masyarakat, tidak

masuk’ ke kantong-kantong pri- .

badi pihak tertentu,” tegas Nurnas.
Pernyataan juru bicara: KPK,

Febri’ Diansyah yang memastikan-

KPK akan mendukung pdhuh
langKahi‘ Bareskrim untuk menun-
taskan perkara ini juga diapresiasi.

Begitu juga- dengan petnyataan.
aktivis Indonesia Corruption .

Watch (ICW), ‘Donal Fariz' yang

mendesak Bareksrim untuk menye- .

lesaikan kasus yang baru menyeret
satu orang ini. “Niat KPK untuk
membantu pengusutan kasus ini
jika memang dibutuhkan dan itu
perlu d1 dorong secara bersama-

sama,” papar Nunnas yang juga

Ketua. Fraksi Partai Demokrat
DPRD Sumbar tersebut.

Fraksi Golkar juga memastikan
berada di posisi ingin. perkara ini
tuntas.- “Terkait kasus SPj fiktif,
yang utama sekali adalah, ba-
gaimana ‘persoalan: ini segera
terselesaikan, mesti segera tuntas.
Kita (fraksi Golkar-red) setuju-
setuju- saja‘jika’KPK membantu.
Silakan. Itu lebih baik;” kata Saidal
yang duduk di' Koniisi IV

i Ketua Fraksi Partai’Golkar-

DPRD' Sumbar, Saidal Masfi-
yuddin- bahkan menegaskan,
dalam. beberapa kali-paripurna,

fraksmya menyampaxkan agar’
kasus i lm dituntaskan: “Beberapa

kali penyampalan pandangan
umum fraksi di paripurna, Fraksi
Golkar mendesak kasus SPj fiktif
bisa secepatnya dituntaskan oleh
pihak berwenang,” tegasnya.

Juru bicara KPK, Febri Dian-
syah Selasa lalu mengatakan,
pihaknya dengan maksimal mem-
bantu penanganan kasus dugaan
korupsi SP;j fiktif jilid IT di Bares-
krim Polri. Salah satunya, dengan
mengirimkan ahli. Seandainya
penanganan tetap macet di Bares-
krim Polri, KPK sebenarnya juga
bisa mengambil alih penanganan.
Namun, sampai sekarang, KPK
masih-melihat jajaran Bareskrim
bagus dalam’ penanganannya:

-Setiap penanganan kasus Ko-
rupsi, termasuk kasus SPj fiktif,
menurut Febri memang harus
dituntaskan. “Pastinya masyarakat
sangat- menunggu bagaimana
hasilnya, sama seperti perkara-
perkara lainnya.

Sebab ‘itu, setiap. penegak

hukum, termasuk. KPK punya"
Kewajiban untuk-nienuritaskan

perkara dugaa.n korupsi yang sudah

ditangani.' Penegak hukum wajib ™
bekerja maksimal dalam mena-

ngani, perkara, sehingga masya-
rakat tidak bertanya-tanya,” kata
Febr 'usai menjadi ‘pembicara

dalarn seminar penindakan ko- "

rupsi: yang dilaksanakan di Uni-
versitas Negeri Padang (UNP),

. Selasa (25/9) sore.
KPK juga thenilai, jika dite-

mukan sejumlah-fakta baru di

- persidangan kasus tersebut pada -
Jjilid pertama;: maka'sudah: pada -

tempatiiya ditindaklanjuti oleh
penegak hukuri yang berwenang
atas kasus tersebut. “Jika sebuah

" kasus yang ditangani dipersida-

ngan. ‘memunculkan sejumlah
fakta baru, tentu sebaiknya-ditin-
daklanjuti. Namun, hal ini menjadi

‘domain ‘penégak hukum yang
-menangani kasusnya. KPK pada

prinsipnya, dapat memberikan
dukungan, sesuai kewendngan
koordinasi dan SUpCl‘VlSl yang
diatur undang-undang,” kata Febri.

- ICW mendesak

Koordinator: Divisi Korupsi-

Politik Indonesia Corruption

‘Watch (ICW) Donal Fariz. men-

desak penyidik Bareskrim Polri
membawa aktor intelektual dalam
kasus ini ke meja-persidangan.
Disebutkan Donal, penyidik

‘harus mempercepat penanganan

dan menangkap' aktor intelektual
dalam kasus.yang merugikan
negara Rp62 miliar lebih ini. “Ini

kasus besar. Bahkan di Sumbar -

menjadi kasus: korupsi yang pa-
ling-besar. Jangan didiamkan
begitu saja. Penyidik punya utang
untuk menuntaskannya, sekaligus
mengungkap, siapa dalang atau
aktor intelektual dalam kasus
” tegas Donal Fariz
Dl_yelaskan Donal, scbenamya
tidak ada alasan penegak hukum
untuk’ melakukan penundaan
penanganan suata perkara. “Da-
lam kasus -ini, penyidik tidak
punya alasan untuk menunda, ini
harus segera diselesaikan. Kalau
alasannya ada kasus lain yang
lebih besar sedang dikerjakan,
lebih tidak masuk akal. Penyidik
di Bareskrim itu tidak satu atau
dua, tapl banyak. Kan bisa diatur
timnya,” tutur Donal.
Penelaahan ICW, menurut
Donal, Yusafni Ajo, pejabat Dinas
Pekerjaan Umum-dan Perumahan

Rakyat (PUPR) Sumbar yang g

sudah divonis dalam kasus: ini,
diyakini bukan .aktor tunggal,
atau aktor intelektual. Ja bisa jadi
hanya pesuruh. “Kita'menyakini
dia bukan merupakan aktor inte-
Jlektualnya, untuk itu penyidik

harus: segera’ menangkap dan
“menghukum ‘aktor-intelektual - Fiktif jilid 1I'ini. Setelah penye-
yang menjadi otak dari kasus yang-

terbesar perniah ada di-sumbar

ini,” katanya.
Dengan dituntaskannya kasus
ini, menurut Donal, Polri bisa clear

dari bermauam dugaan burik. “Jadi,

pihak kejaksaaan-ataupun Polri bisa
clear dan tidak dianggap seolah-
olah hanya menyeret pihak-pihak
yang dijadikan dijadikan tumbal.
ICW' akan mengawal penanganan
kasus ini hmgga tuntas, mengmgat
kerugian negara yang ditimbulkan
cukup besar,” tutur. Donal, aktivis
asal Solok tersebut.

Sebelumnya, Subdit Dit Ti-
pidkor Bareskrim Polri mengaku

‘menunda sementara penyelidikan

kasus SPj fiktif karena harus
membagi: fokus untuk penanga-
nan kasus. dugaan, korupsi di PT
Pertamina EP Cepu Blok Alas
Dara Kemuning dengan kerugian
niegara mencapai Rp178 miliar.
Namun, polisi memastikan kasus
ini' akan dituntaskan. “Mesk
fokus terbagi, penyidik masih
terus mendalami kasus ini dengan
mengumpulkan keterangan dan

~bukti,” terang Kepala Subdit Dit

Tipidkor Bareskrim Polri, Kombes
Pol Totok Suharyanto kepada
Haluan beberapa waktu lalu. -
Penyelidik Dit Tipidkor Bares-
krim Polri, AKBP Rahmat sebe-

- lumnya  merhastikan, dugaan

aliran uang ke banyak plhak
bukan sekadar ocehan Yusafni
saja. Dalam pengembangan kasus,
Bareskrim juga menemukan prak-
tik tersebut. “Aliran uang Ke
sejumlah orang itu jelas ada

karena selain Tipidkor ini juga -
- masuk ke ranah Tindak Pidana

Pencucian Uang (TPPU). Yusafni
tidak bekerja sendiri. Dia hanya
bagian dari dugaan tindak keja-
hatan yang temtruktur katanya
beberapa waktu.lalu.

Proses pengembangan kasus

ini tetap akan terus dilakukan,

karena menyangkut kerugian
keuangan negara dengan jumlah
cukup banyak. Perhitungan BPK
RI, SPj Fiktif dengan pelaku
utama Yusafni tersebut meru-
gikan negara hingga Rp62,5
miliar. “Kami masih mengum-
pulkan keterangan dan bukti-
bukti. Gunanya tentu untuk

+ melihat, keterlibatan pihak-pihak

lain, InsyaAllah kami terus fokus.

Kaml berharap semua pihak terus

sndorong dan mendukung pe-
ungkapan Kkasus ini;” katanya.
Informasi terakhir, penyidik
yang sebagian besar anggotanya
mantan penyelidik dan penyidik
KPK, telah memeriksa setidaknya
30 pejabat di_lingkungan' Peme-
rintdh Provinsi (Pemprov) Sumbar
dalam pengusutan kasus SPj

lidikan‘tuntas dilakukan; sesuai
tahapiti“yang berlaku; akan dila-
kukan gelar perkara untuk me-
masnkan siapa yang teérlibat dan:
siapa yang akan - ditetapkan
sebagal tersangka (h/len)
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